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TENTANG
PELIBATAN BARISAN ANSOR SERBAGUNA NAHDLATUL ULAMA (BANSER)

PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2A21

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh April tahun Dua Ribu Dua Puluh empat
bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1 . Nur lda Fitria,S.Pd,.M.Si selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten
Blitar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Blitar, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. M. Makinudin selaku Kasat Korcab Banser Kabupaten Blitar dalam hal ini
bertindak dan atas nama Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama Kabupaten
Blitar, yang selanjutnya disebut Banser Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jl.
Jalan Halmahera Jatinom, Desa. Minggirsari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa
Timur 66171 , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas,
wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang merupakan Barisan Ansor
Serbaguna Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat Banser adalah sebuah
pertubuhan militia lslam yang berpusat di lndonesia. la merupakan sayap semi
militer pertubuhan belia Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang bergabung
dengan Nahdlatul Ulama (NU), pertubuhan massa lslam terbesar dunia. Banser
beroperasi sebagai badan semi autonomi GP Ansor dan berfungsi terutamanya
dalam operasi keselamatan dan kemanusiaan. Anggota gabungan Banser adalah

BADATI PEttGAIf AS PEI.,IIIIHAN UI{UI,I

KABUPATEI{ ELITAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DAN

BARISAN ANSOR SERBAGUNA NAHDLATUL ULAMA (BANSER)

KABUPATEN BLITAR



dua kali ganda Tentara Nasional lndonesia (TNl), menjadikan Banser (dan

pertubuhan induknya GP Ansor) sebagai kumpulan berpengaruh kuat dalam

politik dan kestabilan negar.

menyukseskan Pelaksanaan Pem

sebagai wujud tanggungjawab mel

nasional.
c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki

komitmen untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten

Blitar dan Banser Kabupaten Blitar tentang Barisan Ansor Serbaguna Pada

Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024.

BAB 1

Regulasi
Pasal 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota

melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu

dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah
kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
MAKSUD, TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk
menetapkan Kesepakatan Kerjasama antiara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Banser
Kabupaten Blitar tentang Pelibatan Barisan Ansor Serbaguna Pada Pengawasan
Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024. Kesepakatan bersama
ini bertujuan sebagai berikut :

a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu serta mendorong
partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, khususnya di wilayah
Kabupaten Blitar;

b. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan yang dilakukan
oleh para pihak dalam penyelanggaraan pemilihan;

c. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan
Pemilihan di wilayah Kabupaten Blitar;

d. Mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang, Sara,
Hoax pada Pemilihan yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi;
a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Banser Kabupaten Blitar akan melakukan

Pemantiauan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Blitar
berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang
diprediksi akan banyak terjadi;

b. Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan
Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya
pelanggaran Pemilihan sehingga panwas bisa meneruskan temuan
pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Sehingga menjadi kewajiban moral turut

ilihan yang jujur, adil, bersih, dan demokratis

akukan partisipasi penuh dalam pembangunan

Pasal 3



c. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Banser Kabupaten Blitar akan melakukan

sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;

d. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar
pengawasan Pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait

dengan pengawasan partisipatif masyarakat;

e. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang menjadi topik
sosialisasi bersama, bisa dilakukan oleh Para Pihak;

f. Dalam sosialisasi kepada pemilih pemula, lebih ditekankan khususnya kepada
anggota intemal Banser Kabupaten Blitar, dan pada umumnya kepada
masyarakat.

g. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Banser Kabupaten Blitar akan memberikan
Pendidikan terkait dengan wawasan Kepemiluan pada kegiatan diklat Banser;

BAB I!
Pelaksanaan

Pasal 2

Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan
meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu
partisipatif (UU 7 Tahun 20't7)

BAB III
llasa Berlaku

Pasal 3

1 . Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak lahun 2024.

2. Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) dapat
dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari pARA pIHAK sepakat
melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

BAB IV
Ketentuan Lain

Pasal 4

1 . Nota Kesepakatan ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani dan
berstempel oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana
tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepakatan
ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.



2. Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BLITAR

: Blitar
:27 Apal2O24

PIHAK KEDUA,
KASAT KORCAB BANSER

Dibuat di
Tanggal


